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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 130TAHUN2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

"

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 telah
diatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa terdapat kesalahan blok kode rekening dan objek kode rekening
di dalam Peraturan Gubernur sebagairnana dimaksud dalam huruf a
yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012
tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013 pada beberapa
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) dan berdampak pada pelayanan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap blok kode rekening dan pergeseran objek
kode rekening sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun
2012;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nemer 20 Tahun 2000;
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; .

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun '2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribu~i Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 teiltang Pajak Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Psraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

19. Peraturan, Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Peilyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

.Daerah;
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan D.3erah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014;

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahull 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peratufan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangl<at Daerah;

33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

34. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar
Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013;

35. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 t';mtang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102
Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.
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Pasall

Lampiran III mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan dalam Peraturan Gubernur Nemer 31 Tahun 2014
tentang· Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nemer 102 Tahun 2014 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur inl.

Pasalll

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan
Gubernur Nemer 102 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nemer 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sepanjang
mengenai ebjek kede rekening pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan dan Keluarga Berencana den£lan nama kegiatan
cleaning service Gedung PKK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal. diundangkan.
} ,

Agar setiap erarig mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Previnsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014

GUBERf\:UR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVit'lSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61028


